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Abstrak

PNPM Mandiri Perkotaan fherupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkanspemerintah.
Program rpenanggulangans kemiskinan ini dilaksanakan sebaga 'suatu upaya pemerintah untuk meémbangun
kemandirian masyarakat'dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adal ahsuntuk
mengungkapkan bagaimana kesesuaian antara petunjuk pelaksanaan dengan proses pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten
Sambas. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data mengunakan
teknik wawanCara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Penentuan subjek dalam penelitiansini menggunakan
teknik “purposive” yaitu teknik untuk menentukan informan berdasarkan tujuan atau keperluan.yang ditetapkan
peneliti itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dalam pembangunan
infrastruktur "secara keseluruhan masih belum sesual dengan petunjuk pelaksanaannya terutama: pada tahap
pel aksanaan pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
dan penilaian dari proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dalam pembangunan infrastruktur
sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan "untuk| program-program penanggulangan kemiskinan
kedepannya. Namun kenyataan dilapangan pelaksanaan program ini belum terlaksana secara maksimal sesuai
dengan petunjuk pelaksanaan yang ada
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Abstract

PNPM Autonomous Urban is one of the'poverty reduction program™launched by the goverfiment. This poverty
reduction programme is implemented as an attempt by the government to build community self-reliance in tackling
poverty in a sustainable mariner. The purpose of this study is to determine how conformity between implementation
guidelinesftowards execution process of PNPM Autonomous Urban particularly in infrastructure develepment in
Desa Gapura of Sub District Sambas, Sambas Regency. Type of research is descriptive. qualitative approach.
Techniques of data collection are using the interview, observation, and documentation techniques. Determination of
the'subjects in this study is using the technique of "purposive" which is a technique for determining the informant
based on the purpose or specified needs of researcher it self.

The conclusion 6f this study implementation of iPNPM Autonomous Urban specifically in infrastructure development
overal is still=not in accordance with its implementation guidelines particularly at the phase of construction
development implementation and post-construction. This study is expected can provide an overview ‘and assessment
of the implementation process of PNPM Autonomous Urban particularly in infrastructure idevelopment as
consideration=and improvement for poverty reduction programme in the future. However, reality on the ground is
execution of this program has not been implemented optimally in accordance with the existing implementation
guidelines.

Keywords: Evaluation, Infrastructure, Guidelines, Implementation and Process.
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Upaya pemerintah tidak henti-
hentinya dengan semaksima mungkin
mengeluarkan berbagal macam program
yang bertujuan untuk mengurangi.~angka
kemiskinan yang ada. Namun-perlu disadari
bahwa program atau préyek penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan : pemerintah
masih belum mampu_mengatasi persoalan
kemiskinan di tingkatsmasyarakat baik yang
paling bawah .sebagai kelompok sasaran,
maupun dalam pengertian masyarakat secara
keseluruhan. Oleh karena itu, perlu disadari
bahwa kemampuan desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menjadi ukuran utama keberhasilan
pel aksanaan kemandirian desa.

Program Penanggulangan
Perkotaan (P2KP)
dilaksanakan sgjak tahun 1999 sebaga suatu
upaya pemerintah untuk  membangun

Kemiskinan di

kemandirian "masyarakat dan. pemerintah
daerah dalam menanggulangi “kemiskinan
secara berkelanjutan-=Program ini sangat
strategis  karena menyiapkan landasan
kemandirian masyarakat berupa |lembaga
kepemimpinan masyarakat yang
representatif, mengakar dan kondusif bagi
perkembangan moda sosiad masyarakat di
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masa mendatang serta menyiapkan program
jangka menengah dalam penanggulangan
kemiskinan yang menjadi pengikat dalam
kemitraan masyarakat dengan pemerintah
daerah dan kelompok peduli setempat.

Tahun 2008 secara penuh P2KP
menjadi=. Program Nasiona Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.
Sebagai, bagian dari ‘PNPM Mandiri maka
tujuan,” prinsip. dan pendekatan yang
ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga
menjadi’ tujuan, pringp dan pendekatan
PNPM Mandiri Perkotaan,-begitu juga nama
lembaga kepemimpinan masyarakat berubah
dari Badan Kelembagaan Masyarakat
(BKM) menjadi Lembaga “Keswadayaan
Masyarakat (LKM).

Surat Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Kesgahteraan Rakyat
No:25/KEP/MENK O/KESRA/V 11/2007

yaitu .tentang pedoman umum; PNPM

Mandiri.  PNPM.. Mandiri Perkotaan
merupakan salah satu program
penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakal. Program ini,
memberdayakan Masyarakat dalam
mengatasi kemiskinan berdasarkan empat
penyebab kemiskinan yaitu, (1) mash
banyaknya orang yang tidak berdaya, (2)
lembaga pengambil keputusan tidak mampu

menerapkan nilai luhur, (3) kebijakan yang
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tidak berpihak bagi orang miskin, dan (4)
adanya sistem sosial, politik, ekonomi, dan
kondisi fisik yang tidak mendukung.

Adapun secara khusus tujuan dari
PNPM Mandiri Perkotaan yaitu membantu
masyarakat miskin perkotaan di
kelurahan/desa peserta program
mendapatkan manfaat dari” peningkatan
kondisi lingkungan dan tata pemerintahan
yang baik. Adatiga prinsip program yang
dilakukan ~"PNPM L Mandiri
(program tridaya). "Pertama, masyarakat
miskin di
infrastruktur ~=sesuai  kebutuhan mereka.

Perkotaan

perkotaan membangun
Mereka merencanakan sendiri kebutuhannya
kemudian membangun dan
mengevaltiasinya. Kedua, pinjaman bergulir
yang nantinya bakal digunakan untuk modal
usaha masyarakat. Ketiga, pendanaan untuk
kegiatan sosial yaitu mencakup bidang
kesehatan dan pendidikan.

Sesuai dengan konsepsi kegiatan PNPM
Mandiri Perkotaan, maka- tujuan yang
dicapai dari® pelaksanaan. pembangunan
infrastruktur

atau sarana dan prasaranaberdasarkan buku
Pedoman Pelaksanaan PNPM  Mandiri
Perkotaan adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

masyarakat dalam mel aksanakan

IGA RIANDA, NIM. E42010002

pengembangan lingkungan dan
permukiman;

2. Meningkatkan akses/pelayanan
infrastruktur dasar yang berdampak
langsung pada pengembangan kegiatan
sosial dan ekonomi produktif warga
miskin;

3.  Meningkatkan akses masyarakat
terhadap lingkungan hunian yang sehat,
tertib, aman dan lestari;

4. Mendorong terbangunnya’. kemitraan
antara masyarakat, Dinas/Pemda dan
Kelompok Peduli dalam
Penanggulangan Kemiskinan melalui
pembangunan infrastruktur;

5. ' Menciptakan lapangan“ kerja bagi

masyarakat, khususnya selama
pel aksanaan pembangunan
infrastruktur;

Dari data yang didapat darii daftar
alokasi.. PNPM Mandiri Perkotaan tahun
2012, Desa Gapura menerima BLM PNPM
Mandiri Perkotaan yang cukup besar yaitu
Rp 150.000.000, yaitu dengan rincian dana
berasal dari APBN tahap 1 sebesar Rp
90.000.000, APBN+=tahap 2 sebesar Rp.
45.000.000, dan APBD sebesar Rp
15.000.000. Adapun dana BLM tersebut
dialokasikan untuk kegiatan lingkungan 1
sebesar Rp. 85.500.000, kegiatan lingkungan
2 sebesar Rp42.750.000, alokasi ekonomi
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Rp. 11.250.000, biaya operasiona tahap 1
sebesar Rp 4.500.000, biaya operasional
tahap 2 sebesar Rp 3.000.000, dan Rp
3.000.000 diaokasikan untuk ekonomi/fisik
di Desa Jagur.

Berdasarkan tentang kegiatan
infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan di
Desa Gapura bahwa meski pun pembangunan
jalan rabat beton telah dilaksanakan 100%,
namun hasil pekerjaan masih belum sesuai
dengan standar pembangunan infrastruktur
dimana’ baru satustahun setelah pekerjaan
selesa jalan rabat beton sudah mengalami
kerusakan.

pembangunan

Berdasarkan  standar  dari

infrastruktur  seharusnya
bangunan dapat bertahan selama 5 tahun
setel ah pengerjaannya diluar dari faktor alam
seperti adanya bencana dam atau faktor
aam’ lainnya. Dari observas awa yang
penelith lakukan hampir sepanjang jalan
rabat beton mengalami kerusakan.. yaitu
sekitar £100m dari jalan rabat beton yang
dilaksanakan oleh KSM- -TFelaga Burung.
Berarti baru satu tahun setelah pekerjaan
rampung dilaksanakan hampir 50% jalan
rabat beton yang dilaksanakan oleh KSM
Telaga Burung
kerusakan/berlubang. Sedangkan untuk jalan
rabat beton yang dilaksanakan oleh KSM

Sempadan dan Terigas yang waktu selesal

mengalami
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pengerjaannya hampir bersamaan tidak
mengalami permasal ahan/kerusakan.
Berdasarkan dari uraian fenomena
diatas dapat dipahami bahwa ada suatu
permasalahan  terkait dengan  proses
pelaksanaan pembangunan infrastrukur yang
dilaksanakan oleh KSM Telaga Burung. Hal
ini - menarik“=perhatian peneliti  untuk
mel akukan
permasalahan ini, dengan cara mengevaluasi

penelitian  terkait  dengan

proses . pelaksanaannya. Evaluas yang
merupakan salah satu rangkaian paling akhir
dari program yang telah dilaksanakan yang
kemudian dilakukan penilaian terhadap
pelaksanaan dari suatu kebijakan. Melalui
evaluas terdapat tahapan identifikasi
terhadap hal-hal yang menjadi kendala
selama proses implementasi dilakukan! dan
setelah itu hasil yang ada dapat dijadikan
perbaikan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan .. selanjutnya. Oleh karena itu,
peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dengan
Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat:(PNPM) Mandiri
Perkotaan di Desa™ Gapura Kecamatan
Sambas K abupaten Sambas.

2. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan

judul Evauas

Nasional

permasalahan pokok didalam penelitian ini
adalah “ bagaimana kesesuaian antara proses
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pelaksanaan dengan petunjuk pelaksanaan
kegiatan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan
dalam bidang infrastruktur desa di Desa
Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten
Sambas tahun 2012-2013"?
3. Tujuan Pendlitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian
ini adalah untuk mengevaluasi proses
pel aksanaan Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perkotaan di Desa Gapura Kecamatan
Sambas Kabupaten Sambas pada tahun
2012-2013

pel aksanaan pembangunan infrastruktur desa

Program

khususnya pada  proses

guna mengetahui sgjauh mana kesesuaian
proses implementasi pelaksanaan dengan
petunjuk teknis kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan.
4. Manfaat Penelitian

Peneliti  berharap dengan adanya
penelitian ini dapat menambah wawasan dan
memberikan sumbangan pemikiran  di
bidang akademik mengenal evaluasi proses
pelaksanaan suatu program penanggulangan
kemiskinan sehingga dapat berguna dalam
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
studi ilmu kebijakan publik. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi

peneliti selanjutnya untuk disempurnakan,
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selain itu agar dapat digunakan dan
diterapkan

A. KERANGKA TEORI DAN
METODOL OGI

1. Kerangkateori

Secara umum-istilah evaluasi dapat
disamakan ‘dengan penaksiran, pemberian
angka . dan penilaian, katakata yang
menyatakan usaha untuk menganalisis hasil
kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam
arti yang lebih spesifik bahwa evauas
berkenaan dengan produksi. informasi
mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan
(Dunn, 1999:608). Ketika hasil . kebijakan
pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini
karena hasil tersebut memberi sumbangan
pada tujuan atau sasaran. Dalam ha ini,
dapat dikatakan bahwa kebijakan atau
program telah mencapal tingkat kinerja yang
bermakna, yang berarti bahwa masalah-
masal ah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Evauas membuahkan pengetahuan
yang relevan dengan kebijakan tentang
ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan
yang diharapkan dengan yang benar-benar
dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan
kebijakan pada tahap penilaian kebijakan
terhadap proses pembuatan kebijakan.
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Evauas tidak hanya menghasilkan
kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah
telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang
pada Klarifikasi dan kritik terhadap nilai-
nila yang mendasari kebijakan, membantu
dalam penyesuaian dan perumusan kembali
masal ah (Dunn, 1999:28).

Mustofadijgja  (dalam
Widodo, 2007:111). evaluas merupakan

kegiatan pemberian nilai " atas® sesuatu

M enurut

“fenomena”” di dalamnya terkandung
pertimbangan nila ™ (value judgement)
tertentu. Jawabannya sangat tergantung
kepada konteksnya. Manakala konteksnya
kebijakan publik, maka fenomena "yang
dinila adalah berkaitan dengan tujuan,
sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang
ingin dipengaruhi, berbagai instrumen
kebijakan yang digunakan, respon dari
lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapal,
dampak yang terjadi, dan sebagainya.
Evaluasi kebijakan publik dalam
studi kebijakan publik merupakan salah satu
tahapan dari’ proses kebijakan; publik.
Mubhadjir (daam Widodo, 2007:112)
menyatakan bahwa “evaluasi kebijakan
publik merupakan suatu proses untuk
menilal seberapa jauh suatu kebijakan publik
dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan
membandingkan antara hasil yang diperoleh
dengan tujuan dan/atau target kebijakan
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publik yang ditentukan. Jadi, pada intinya

evaluasi kebijakan publik ini bertujuan untuk

menilai  atau melihat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan
publik.

Widodo (2007:112) menyatakan
bahwaEvaluas kebijakan publik tidak
hanya untuk melihat hasil (outcomes) atau
dampak (impacts) akan tetapi dapat pula
untuk melihat bagaimana preses pelaksanaan
suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata
lain,'evaluasi dapat pula digunakan. untuk
melihat apakah proses pelaksanaan sugtu
kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan
petunjuk teknis/pelaksanaan (guide lines)
yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, kemudian Widodo
(2007:112-113) membagi evaluasi kebijakan
publik menjadi duatipe:

1) Tipe Evaluasi Hasil, merupakan riset
yang..mendasarkan diri pada’ tujuan
kebijakan.
pelaksanaan kebijakan adalah sejauh
mana apa yang menjadi tujuan program
yang dicapal.

2) Tipe Evaluas_Preses, yaitu riset evaluasi

Ukuran keberhasilan

yang mendasarkan diri pada petunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis
(juknis). Ukuran
pelaksanaan suatu kebijakan adalah
kesesuaian proses implementas suatu

keberhasilan
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kebijakan dengan garis petunjuk (guide
line) yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pemaparan teori di
atas, maka penulis menyimpulkan bahwa
evaluas kebijakan publik adalah suatu
kebijakan yang bertujuan untuk melihat atau
mengukur tingkat keberhasilan ..maupun
kegagalan dari suatu kebijakan publik. Dari
hasil evaluasi ini, dapat dinilai atau diukur
apakah pelaksapaan suatu kebijakan publik
sudah  menunjukkan...keberhasilan  atau
mungkin kegagalan dalam pelaksanaannya.
Selain melihat hasil, evaluas juga dapat pula
untuk melihat bagai mana proses pelaksanaan
suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata
lain, evaluasi- dapat pula digunakan untuk
melihat ‘apakah proses pelaksanaan suatu
kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan
petunjuk teknig/pelaksanaan yang telah
ditentukan. Adapun dalam penélitian ini,
peneliti 'menggunakan tipe evaluasi. proses
yaitu dengan mendasarkan pada petunjuk
pelaksanaan, ataupun petunjuk _teknis dari
program PNPM perkotaan dalam bidang
infrastruktur.

. Metode Pendlitian

Jenis penelitian yang dilakukan
adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yaitu menggambarkan kesesuaian
antara proses pelaksanaan dengan petunjuk
pelaksanaan kegiatan Program Nasional

IGA RIANDA, NIM. E42010002

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perkotaan dalam bidang infrastruktur desa di
Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten
Sambas. Pengumpulan data saat penelitian
menggunakan teknik wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Subjek
pendlitian  adalah

digunakan Sebagai

narasumber  yang

infforman  dalam
melakukan wawanCara atau yang akan
diobservasi."Subjek penelitran dipilih secara
purposive, yaitu dipilih dengan
pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun
yang menjadi subjek penelitian adalah
Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan
Kecamatan Sambas, Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) Desa Gapura, Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Desa
Gapura, Kepala Desa Gapura, dan Tokoh
masyarakat/pemuka adat Desa Gapura.

B. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. Tahap Perencanaan Teknis
Perencanaan  teknis  infrastruktur
program PNPM Mandiri Perkotaan secara
sederhana merupakan serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk menyusun rencana
operasional/pel aksanaan pembangunan

infrastruktur ~ secara  rinci/detil  yang
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dilakukan oleh  masyarakat  sebelum

mel aksanakan tahapan pembangunan

fisik/konstruksi.  Berdasarkan  petunjuk
pel aksanaannya tahap perancanaan teknis ini
mencakup:

a) Persigpan, pada tahap ini dilakukan
pengorganisasian  tim  yang~" akan
melaksanakan  perencamaan  kegiatan
pembangunan infrastruktur, sekaligus
pemberian bimbingan/coaching“sehingga
dapat melakukan kegiatan perencanaan
teknis.

b) Pelaksanaan
Pel aksanaan Kegiatan, sekurang-

Perencanaan Teknis

kurangnya mencakup kegiatan:

1) Penyediaan Lahan dan perijinan yang
dibutuhkan;

2) Perencanaan  Teknis, mencakup
kegiatan pembuatan desain/gambar-
gambar perencanaan teknis dan
sepesifikas teknis, Rencana
Pengamanan Dampak Lingkungan dan
Sosial,, Lingkup Kegiatan Konstruksi,
Rencana Anggaran Biaya,(RAB) dan
Jadwal Pel aksanaan Pekerjaan,
termasuk  Penyusunan  Dokumen
Rencana Kerja dan Syarat (RKYS)
Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan
untuk pihak ketiga (bilaada);

3) Penyusunan Proposal  pelaksanaan
kegiatan;

IGA RIANDA, NIM. E42010002

Governance, Jurnal S-1 liImu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015

http://jurmafis.untan.ac.id

4) Verifikas Kelayakan Proposal
Pel aksanaan kegiatan.

Kegiatan pada tahap perencanaan

teknis ini secara keseluruhan sudah sesuai

dengan petunjuk pelaksanaannya.

. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Infrastruktur (Tahap Konstruksi)
M ekanisme pel aksanaan
pembangunan  infrastruktur ~ PNPM
Mandiri Perkotaan secara.umum meliputi
2 tahap kegiatan:
a)'Persigpan Pelaksanaan Konstruksi,
meliputi kegiatan:

1) Pembentukan/pengembangan
organisas pengelola operasi dan
pemeliharaan prasarana  (termasuk
rencana kerja dan aturan mainnya);

2) Penandatangan Surat Perjanjian

K erjasama/Surat Perjanjian
Pemanfaatan Dana-Lingkungan
(SPPD-L);

3) Musyawarah/Rapat Persiapan

Pel aksanaan Konstruksi: (M P2K);

4) €oaching/Penguatan  Teknis dan
Administrasi bagi KSM;

5) Pembuatan-dan Pemasangan Papan
Nama Kegiatan dilokas proyek.

b) Pelaksanaan Konstruksi:

Pada tahap ini, dilaksanakan kegiatan-

kegiatan pembangunan infrastruktur

dan pengendalian terhadap
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pel aksanaan
tersebut.  Kegiatan-kegiatan  yang
dilakukan padatahap ini meliputi:

kegiatan-kegiatan

1) Pencairan dana;

2) Mobilisas tenaga
kerja/lbahan/alat;

3) Musyawarah pengadaan~"bahan
dan aat (bila ada), khusus untuk
kegiatan yang dilaksanakan oleh

masyarakat;

4).Praktek kerja" lapangan bagi
KSM;

5) Pelaksanaan kegiatan

pembangunan fisik;

6) Supervisi kegiatan konstruksi;

7) Membuat  administrasi/laporan
harian, mingguan dan kemajuan
pekerjaan;

8) Membuat dokumentasi (foto-
foto) kondisi 50%, 100%;

9) Melakukan rapat
kemajuan mingguan lapangan;

10), Pelaksanaan
pemeriksaan/sertifikasi dan

evaluas

membuat berita acara
penyel esaian-pekerjaan;
11) Pembuatan
pertanggungjawaban
pel aksanaan kegiatan KSM;

laporan

12) Serah terima prasarana kepada

pengelola pemanfaatan/operasi

IGA RIANDA, NIM. E42010002

dan pemeliharaan untuk kegiatan
yang dilaksanakan oleh pihak
ketiga (bila ada).
Pada tahap
pembangunan konstruksi ada beberapa

pel aksaan

kegiatan yang tidak sesuai dengan

petunjuk pel aksanaannya, yaitu
mencakup mobilisasi tenaga kerja yang
tidak menggunakan, tenaga yang ahli
dalam bidang.ini, praktek kerja lapangan
bagi. KSM yang tidak diaksanakan,
supervisi kegiatan konstruksi yang tidak
maksimal, pemantauan dampak
lingkungan kondis 50% dan 100% oleh
fasilitator yang tidak maksimal, dan rapat
evaluas kemagjuan lapangan yang tidak
dilaksanakan

3. Tahap Pasca Konstruks

Pemanfaatan/Operasi dan
Pemeliharaan (O&P) adalah serangkaian
kegiatan - terencana dan sSistematis yang
dilakukan secara rutin maupun berkala untuk
menjaga agar_prasarana yang telah dibangun
tetap dapat berfungs dan bermanfaat sesuai
dengan rencana.

Untuk mencapa tujuan tersebut
maka perlu ada Pengelola O&P yang
bertindak selaku penggerak utama kegiatan
atau Penanggungjawab O&P. Secara umum
tugas-tugasnya adal ah:
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1) Menyusun rencana pemanfaatan
prasarana

2) Menyusun rencana penerimaan  dan

belanja pengelola
3) Menyusun rencana kegiatan
pemeliharaan, perbaikan, dan

peningkatan pembangunan prasarana
4) Mengorganisasikan kegiatan
pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan
pembangunan prasarana
5) Membuat™ |aporan..spertanggungjawaban
kerja Pengelolaan“Sarana dan Prasarana
yang menjadi tanggungjawabnya
Selanjutnya Pengelola O&P ini
menjalankan Rencana Kerja O& P yang
secara umum mencakup kegiatan:
1) Keegiatan Pendataan Anggota
2) Penggalian sumber-sumber
pembiayaan
3) Monitoring dan Inventarisasi kondisi
prasarana
4) Penyusunan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) dan jadwal perbaikan
(termasuk pengembangan bila perlu)
5) Rapat-rapat berkala
6) Pelaporan secararberkala.
Berdasarkan keterangan dari
beberapa informan, bahwa pada tahap
pasca konstruksi ini proses pelaksanaannya
tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

yang ada, kegiatan pemeliharaan yang

IGA RIANDA, NIM. E42010002
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merupakan tanggung jawab dari organisas
O& P sama sekali tidak terlaksana.

C. SIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab V
tentang. hasil penelitian dan pembahasan,
penulis® = dapat. mengambil  beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan rabat beton dari
PNPM Mandiri Perkotaan ini sangat
membantu masyarakat Desa Gapura.
Tapi sayangnya masih belum sesuai
dengan harapan karena “pembangunan
yang dilaksanakan tidak sepenuhnya
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
yang ada sehingga hasil | dari
pembangunan jalan rabat beton tidak
maksimal.

2. Bedasarkan -petunjuk pelaksaannya
dalam _pembangunan  infrastruktur,

secara umum pada tahap perencanaan

teknis sudah sesuai idengan petunjuk
pelaksanaan yang~ada yaitu mencakup
persigpan, penyediaan lahan dan
perijinan yang dibutuhkan, Rencana

Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal

pelaksanaan  pekerjaan, penyusunan

proposal pelaksanaan kegiatan dan
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verifikasi Kelayakan Proposal
Pelaksanaan K egiatan.

3. Berdasarkan petunjuk  pelaksanaan
dalam pembangunan infrastruktur, pada
tahap pel aksaan pembangunan
konstruksi ada beberapa kegiatan yang
tidak  sesual dengan petunjuk
pel aksanaannya, yaitu mencakup
mobilisasi tenaga kerja yang_ tidak
menggunakan tenaga yang ahli dalam
bidang-ini, praktekskerja lapangan bagi
KSM yang tidak dil aksanakan, supervisi
kegiatan "~ konstrukss  yang  tidak
maksimal; pemantauan dampak
lingkungan kondisi 50% dan 100% oleh
fasilitator yang tidak maksimal, dan
rapat“evaluas kemagjuan lapangan yang
tidak dilaksanakan,

4. Berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan
dalam pembangunan infrastruktur, pada
tahap pasca konstruksi yaitu kegiatan
pemeliharaan sarana dan prasarana yang
dibuat dalam hal ini-adalah_jalan rabat
beton belum dilaksanakan, secara
maksimal.

D. SARAN
Berdasarkan dari seluruh uraian hasil

penelitian dan kesimpulan, dapat

IGA RIANDA, NIM. E42010002

dikemukakan beberapa saran sebaga
berikut:

1.

Dari hasil penelitian yang dilakukan,
tim fasilitator masih kekurangan tenaga
kerja yaitu pada bagian teknik dimana
pada saat pelaksaan kegiatan yang
bersamaan dengan kegiatan pelatihan
tim faglitator tidak dapat turun
kelapangan.

Seharusnya . fasilitator= bagian teknik
dapat berkoordinasi dengan. fasilitator
kecamatan untuk:® melibatkan® pihak
ketiga yang ahli dalam bidang tersebut
untuk turun kelapangan -melaksanakan
kegiatan berdasarkan dengan petunjuk
pel aksanaannya.

Untuk tahap pasca konstruksi, yaitu
kegiatan pemeliharan sarana | dan
prasarana seharusnya KSM Telaga
Burung dapat menggerakkan tim yang
dibentuk untuk melaksanakan tugasnya
daam fungsi. pemeliharaan dapat
terlaksana secara optimal sehingga jalan
rabat-beton dapat terjaga.
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